BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR |4 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN’-ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 8 TAHUN

2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH
SINGKIL KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Aceh Singkil Kepada Camat Dalam Kabupaten Aceh
Singkil perlu diubah untuk lebih mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh
Singkil tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam
Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

17. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251);

18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2017

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh
Singkil Kepada Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI ACEH SINGKIL KEPADA CAMAT
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Singkil Kepada
Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:
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Pasal 2

(1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi :
a. Kewenangan di bidang Perizinan; dan
b. Kewenangan di bidang Non Perizinan.

(2) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :

a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) luas sampai 36 m?;

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) klasifikasi kecil, modal
sampai dengan Rp. 50.000.000;

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk Perusahaan yang
SITUnya dengan luas bangunan < 36 m? SIUP dengan
klasifikasi modal < RP. 50.000.000,-;

d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas bangunan sampai dengan

36 m?Z;

Izin Gangguan (HO) luas bangunan sampai dengan 36 m?; dan

[zin Penataan dan Pembinaan Pergudangan/Ruangan luas

bangunan sampai dengan 36 m>2.

=0

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal b JWi J07

i Ramadhan 1y8

SAFRIADI

ATI ACEH SINGKIL, /‘é

Diundangkan di Singkil
pada tanggal _©_Juhi 3017
tl Ramadhan y3s H

(f/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATE
ACEH SI IL,

AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 314¢
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